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KEPALA DESA KALIPELUS
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA KALIPELUS
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
 TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPELUS,

	Menimbang
	:
	a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya dana yang memadai;
b.         bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a)  perlu menetapkan Peraturan Desa Kalipelus tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;

	Mengingat
	:


	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang  Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama di Bidang PemerintahanDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Propinsi Jawa Tengah (Berita daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara  Nomor 28 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Jaminan Sosial  Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Penyaluran Anggaran Transfer ke Desa;
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 tahun 2018 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 tahun 2018 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49);  ;
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 77);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara  Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 50); 
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 51);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);
34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
35. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Petangkat Desa, Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
36. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
37. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - Tahun 2025 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara; (Lembaran Desa Kalipelus Nomor 04 Tahun 2020);
38. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipelus (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalipelus Nomor 6 Tahun 2022);
39. Peraturan Desa Kalipelus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalipelus Nomor 8 Tahun 2022);

	
Dengan Kesepakatan Bersama

	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPELUS
Dan
KEPALA DESA KALIPELUS

MEMUTUSKAN :


	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG SUMBER - SUMBER PENDAPATAN DESA TAHUN 2023

	
	
	


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
	
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut  BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
7. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
9. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli Desa lain;
18. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Bantuan Keuangan Propinsi;
19. Pendapatan Lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank dan pendapatan lain Desa yang sah
20. Rekening Kas Desa  adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang telah ditetapkan.

BAB II
PENDAPATAN

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa meliputi semua peneriman uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
(2) Pendapatan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  terdiri atas kelompok :
a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.
Pasal 3
(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.
(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tanah bengkok, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa yang akan diatur lebih rinci dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
(6) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan swadaya, partisipasi dan gotong royong yang tidak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukan dalam APB Desa yang anggarannya tidak dimasukan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam CaLK dan Buku Kas Umum.
 
Pasal 4
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
a. Dana Desa (DD);
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
c. Alokasi dana desa (ADD);
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

Pasal 5
Kelompok  pendapatan  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah.


BAB III
PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Pasal 6
(1) Pengelolaan Pendapatan Desa dilakukan dengan Basis Kas.
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Pasal 7

Perencanaan Pendapatan Desa merupakan perencanaan penerimaan pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
Pasal 8
(1) Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Desa merupakan penerimaan Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
BAB IV
PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

	







Diundangkan di  Kalipelus
Pada Tanggal 8 Februari 2023
SEKRETARIS DESA  KALIPELUS



SUPANGAT
	Ditetapkan di Kalipelus
Pada Tanggal 8 Februari 2023

KEPALA DESA  KALIPELUS



HARTININGSIH



LEMBARAN DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 2


Lampiran :   Peraturan Desa Kalipelus
              Nomor  2 Tahun 2023
					Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA KALIPELUS
TAHUN 2023

	NO
	JENIS PENDAPATAN
	JUMLAH (RP)
	KET

	1
	PENDAPATAN TRANSFER :
	2.384.024.000
	

	
	1.ALOKASI ADANA DESA ( ADD )
	427.151.000
	

	
	2.DANA DESA ( DD )
	1.058.788.000
	

	
	3.BAN KEU PROPINSI (PBP)
	480.000.000
	

	
	4.BAGI HASIL RETIBUSI PAJAK DAERAH ( BHPR)
	32.085.000
	

	
	5.BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN (PBK)
	386.000.000
	

	2
	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD):
	484.500.000
	

	
	a. HASIL ASET DESA ( BAGI HASIL BUMDES )
	
	

	
	b.PENGELOLAAN HASIL BENGKOK KEPALA DESA
	102.000.000
	

	
	c. PENGELOLAAN HASIL BENGKOK PERANGKAT DESA
	357.000.000
	

	
	d.LELANG TANAH KAS DESA
	25.500.000
	

	
	
	
	

	3.
	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH
	40.900.0000
	

	
	PENERIMAAN PIHAK KETIGA DARI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DESA
	
	

	
	SUMBANGAN PIHAK KETIGA 
( PENAMBANG PASIR ) :
1.BAMBANG
2.DIYAT
3.INLAN OKTADI
4.AHAMD ISNAENI
5.PT.FAJAR MULA ABADI
6.PAMSIMAS TIRTA MANGGUNG
7.WARUNG BU SUGI
8.WARUNG BU KIRNO
9.WARUNG BU RISUN
10.PT.BINA PERTIWI
	

6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.400.000
1.200.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
3.600.000
	

	
	PENDAPATAN BUNGA BANK
	2.500.000
	

	
	TOTAL PENDAPATAN DESA
	2.909.424.000
	



  Kepala Desa Kalipelus


HARTININGSIH
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KEPALA DESA KALIPELUS
KABUPATEN BANJARNEGARA
PERATURAN DESA KALIPELUS
NOMOR  2  TAHUN 2023

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
TAHUN 2023

DESA KALIPELUS
KECATAMAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA


BERITA ACARA

NOMOR : 003 /DS.KLP/TAHUN 2023

RAPAT BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA KALIPELUS
KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

	
		           Pada hari ini Rabu ,tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga , bertempat di  Aula Desa Kalipelus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ,Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara bersama Pemerintah Desa mengadakan mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa Tahun 2023,rapat di hadiri oleh :

1. Ketua BPD dan Anggota Desa Kalipelus
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalipelus
3. Kecamatan Purwanegara;
4. PD/PLD KEC Purwanegara.

	           Setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa Tahun 2022 kepada BPD dan setelah di lakukan pembahasan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

1.  BPD Desa Kalipelus dapat menerima dan menyepakati Peraturan Desa   tentang Sumber -  Sumber Pendapatan Desa Tahun 2023 ;
2.  Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk dapat segera di tetapkan menjadi Peraturan Desa Kalipelus dan di undangkan guna di sebarluaskan kepada masyarakat melalui media informasi yang ada.

           Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama
 Pemerintah Desa Kalipelus tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan
 Desa tentang Sumber -  Sumber Pendapatan Desa Tahun 2023, yang
 selanjutnya dapat di gunakan sebagaimana mestinya.


	Mengetahui
Kepala Desa Kalipelus






HARTININGSIH
	Kalipelus, 8 Februari 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIPELUS
KETUA,




HERLAMBANG





NOTULEN
 
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA 
TAHUN 2023 DESA KALIPELUS KEC.PURWANEGARA 

	[bookmark: _Hlk414283209]Hari / tanggal
	:
	Rabu, 8 Februari 2023

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Jam
	:
	13.00 Wib s/d Selesai

	Tempat
	:
	Balai Desa Kalipelus

	Kehadiran
	:
	Laki-laki     =          orang
Perempuan =          orang

	Susunan Acara
	:
	1. Pembukaan

	
	
	2. Sambutan Kepala Desa Kalipelus

	
	
	3. Sambutan Ketua BPD Desa Kalipelus

	
	
	4. Musawarah Rancangan Perdes Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa

	
	
	5. Penutup

	Pimpinan Rapat 
	:
	Ketua BPD Desa Kalipelus

	Uraian Jalannya Rapat
	:
	Pemimpin rapat di pimpin oleh sdr Ujang Riyadi ,dengan memberikan arahan Rancangan Peraturan Desa tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa Tahun 2023 ,dan saling memberikan argumen terhadap rancangan tersebut

	Hasil Rapat
	:
	1. Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,telah menyepakati pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : untuk kelancaran jalanya pemerintahan dan pembangunan desa perlu segera di buat Peraturan Desa tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa Tahun 2023;
2. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa 
( PAD ),maka diperlukan sekali sumbangan dari Pihak ke tiga dari para Pengusaha yang ada di Desa Kalipelus;
3. Adanya Peningkatan PAD maka kegiatan Pemerintahan Desa Kalipelus akan berjalan secara maksimal di tahun 2023 dan seterusnya.

	Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat
	:
	Dalam rapat BPD Desa Kalipelus,untuk meningkatkan PAD Desa Kalipelus perlu sekali Sumbangan-Sumbangan dari Pihak Ketiga menjadi penerimaaan lainnya yang sah.



	
	Desa Kalipelus

	Pimpinan Rapat



( UJANG RIYADI )
	Sekretaris



( SULISTYOWATI )




DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

	Hari / Tanggal
	:
	Rabu, 8 Februari 2023

	W a k t u
	:
	Jam 13.00 Wib s/d Selesai

	T e m p a t
	:
	Aula Desa Kalipelus

	Acara
	:
	Musyawarah Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa Tahun 2023




	
N0
	
N A M A
	
JABATAN
	
TANDA TANGAN


	1
	HERLAMBANG
	Ketua
	1…………...
	

	2
	UJANG RIYADI
	Wakil Ketua
	
	2………….....

	3
	SULISTYOWATI
	Sekretaris
	3………...
	

	4
	MEI JUMIATI
	Anggota
	
	4…………...

	5
	YULIANTO
	Anggota
	5…………
	

	6
	PUJI WIDODO
	Anggota
	
	6……………

	7
	APRILIA DANIAR.K
	Anggota
	7…………
	




                                                       BADAN PERMUSYAWARATAN DESA    						KETUA



 HERLAMBANG
  


DAFTAR HADIR

	Hari / Tanggal
	:
	Rabu, 8 Februari 2023

	W a k t u
	:
	Jam 13.00  Wib s/d Selesai

	T e m p a t
	:
	Aula Desa Kalipelus

	Acara
	:
	Musyawarah Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa Tahun 2023



	N0
	N A M A
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	
	
	1…………
	

	2
	
	
	
	2………

	3
	
	
	3………
	

	4
	
	
	
	4…………

	5
	HARTININGSIH
	Kepala Desa
	5………..
	

	6
	SUPANGAT
	Sekretaris Desa
	
	6………

	7
	AFWAN LATIF
	Kaur Perencanaan
	7………
	

	8
	SUMADI
	Kaur Keuangan 
	
	8............

	9
	LAELI NUR HIDAYATI
	Kasi Pemerintahan 
	9………
	

	10
	YUNITA INDAH.P
	Kasi Pelayanan
	
	10…………

	11
	SAMAUN
	Kaur TU
	11…………
	

	12
	JULIANTO
	Staf Kasi Kesra
	
	12………

	13
	TUTUR WARDOYO
	Kadus  Tambangan
	13…………
	

	14
	AKBAR KURNIAWAN
	Kadus Temanggungan
	
	14...........

	15
	EKO SETIYO EDI
	Kadus  Kalipelus
	15............
	

	16
	JOKO TRI.W
	Kadus  Bojongsari
	
	16............

	17
	SUYUD
	Kadus Penusupan
	17...........
	

	18
	ARY SETIYAWAN
	Kasi Kesra
	
	18............



Kepala Desa Kalipelus


HARTININGSIH


FOTO BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA
DALAM RANGKA PENETAPAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
TAHUN 2023
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